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Outline  

• Latar belakang dan posisi EITI di Indonesia 
saat ini. 

• Paparan tentang Peraturan Presiden 26/2010  

• Sekilas tentang Standar EITI  
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PERATURAN PRESIDEN 26 TAHUN 2010  
TENTANG  

TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN 
PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH 

DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF 
 

 Tim Transparansi 

 Mekanisme Transparansi 

 

 

 



 TIM TRANSPARANSI 

 



. 

 

 TIM TRANSPARANSI : Tim Pengarah 

Ketua Tim Pengarah 



• Ketua: Deputi Bidang Koordinasi ESDM Kemenko 
Bidang Perekonomian 

• Waka I: Direktur Jendral Anggaran, Kementerian 
Keuangan 

• Waka II: Sekretaris Jendral Kementerian ESDM 
• Anggota :  

– 9 pejabat eselon 1 kementerian terkait 
– Kepala SKK Migas 
– Dirut Pertamina 
– 3 wakil Pemda (Provinsi Kaltim, Riau, Jawa Timur) 
– 3 wakil dari Asosiasi Bisnis (IPA, IMA, APBI)  
– 3 wakil LSM 

 

 TIM TRANSPARANSI : Tim Pelaksana 



Tugas Tim Pelaksana (Pasal 8), di antaranya: 

• Menyusun Rencana Kerja Tim Transparansi 

• Menyusun format laporan 

• Menetapkan rekonsiliator 

• Menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan 

• Menyusun laporan kepada Presiden 

 

 TIM TRANSPARANSI : Tugas 



• Pasal 13 : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
Tim Transparansi, Ketua Tim Pengarah 
membentuk Sekretariat. 

• Sekretariat Tim Transparansi bertugas 
membantu pekerjaan Tim Pengarah dan Tim 
Pelaksana. 

 TIM TRANSPARANSI : Sekretariat 



 MEKANISME TRANSPARANSI 

 



• Format laporan sebagaimana ditetapkan oleh 
Tim Pelaksana. 

• Laporan  yang diserahkan kepada Tim 
Transparansi direkonsiliasi oleh rekonsiliator . 

• Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil 
rekonsiliasi kepada Ketua Tim Pengarah. 

 

 MEKANISME TRANSPARANSI: Pelaporan 



 MEKANISME TRANSPARANSI: Publikasi 



SEKILAS  

TENTANG  

STANDAR EITI 



ATURAN & STANDAR EITI 

• EITI RULES 2011  

– Diberlakukan untuk pelaksanaan pelaporan I 
dan II. 

• EITI STANDAR 2013 

– Diberlakukan untuk pelaksanaan pelaporan III 



Peraturan EITI 2011 

• Terdiri dari 21 Persyaratan 

• Dalam paparan ini hanya akan dijelaskan 4 
persyaratan yang terkait dengan pelaporan 
dari perusahaan: 

– Persyaratan 7, 8, 9, dan 11 



PERSYARATAN EITI 7 

Pemerintah wajib melibatkan perusahaan 
dalam penerapan EITI 

• EITI mensyaratkan  perusahaan (minyak, gas dan 
pertambangan) untuk secara aktif terlibat dalam 
penerapan EITI dan memberikan laporan sesuai 
ketentuan EITI. Untuk mencapai hal ini, pemerintah 
perlu terlibat secara luas dengan perusahaan minyak, 
gas dan pertambangan. 



PERSYARATAN EITI 8 

Pemerintah diharuskan mengatasi hambatan 
terhadap penerapan EITI. 

• Dalam rangka untuk mengatasi hambatan 
tersebut pemerintah dan kelompok multi-
stakeholder dapat melakukan, diantaranya: 
– berkomunikasi langsung dengan perusahaan dan 

instansi pemerintah terkait agar bersedia 
mempublikasi data; 

– mencapai kesepakatan mengenai Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding/MOU)untuk 
menetapkan standar transparansi dan ekspektasi 
antara pemerintah dan perusahaan. 



PERSYARATAN EITI 9 

Kelompok multi-stakeholder harus menyetujui 
definisi dari apa yang dianggap material dan 

template pelaporan. 
• Kriteria EITI mensyaratkan bahwa "semua pembayaran 

yang material dari minyak, gas dan pertambangan 
kepada pemerintah" dan "pendapatan material yang 
diterima oleh pemerintah dari perusahaan minyak, gas 
dan pertambangan" yang diterbitkan. Oleh karena itu 
template EITI  perlu mendefinisikan, melalui kesepakatan 
kelompok multi-stakeholder, apa yang mencakup 
pembayaran dan pendapatan material   dan apa yang 
menjadi standar ambang batas materialitas wajar.  



PERSYARATAN EITI 11 

Pemerintah perlu untuk memastikan bahwa semua 
perusahaan dan entitas pemerintah yang relevan 

memberikan laporan. 
 

(a) Kriteria EITI mengharuskan semua perusahaan – baik publik 
(BUMN) dan swasta – melaporkan pembayaran kepada 
pemerintah, berdasarkan template yang sudah disetujui, 
kepada organisasi yang ditunjuk untuk merekonsiliasi angka-
angka yang telah diungkapkan. 

 

(b) Pelaporan EITI harus diterapkan kepada semua perusahaan 
industri ekstraktif (termasuk perusahaan internasional, 
nasional, dan BUMN) yang beroperasi di negara tersebut – 
yang dianggap material.  



 

 


